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SINOPSIS 

 

                Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Pilkada (Pemilihan Kepala 

Daerah)  secara  serentak pada Tahun 2017. Sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada serentak adalah sesutu yang baru 

belum tentu semua orang tau. Apalagi Warga akar rumput. Utuk itu Rumusan 

Masalah dalam Penelitian ini adalah bagimana Pergerakan Warga Akar Rumput 

melalui jalur Kepengurusan PAC PDI Perjuangan dalam memberikan dukungan 

terhadap Imam Priyono-Achmad Fadli (Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017, 

Kecamatan Gondokusuman). Metode Penelitiannya adalah  Deskriptif  Kualitatif 

untuk mengambarkan tentang Pergerakan Warga Akar Rumput melalui sosialisasi, 

kampanye, dan koalisi.  

              Sesui hasil temuan-temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

dalam Pergerakan warga akar rumput melalui sosialisasi, kampanye dan koalisi 

begitu banyak temukan masalah. Masalah yang ditemukan dalam lapangan pada 

saat berlangsungnya pergerakan warga akar rumput melalui sosialisasi, kampanye 

dan koalisi yaki: Pertama, tidak ketersediaan data base kepengurusan PAC 

Kecamatan, ketika pada saat dilakukan pendataan kepengurusan Cabang, Rating 

dan Anak Rating PAC. Kedua, tidak adanya kantor yang dibagun di tingkat 

wilayah kecamatan dan kelurahan hal tersebut mempersulit peneliti untuk 

perolehan data yang sahih, akurat dan banyak, tidak ada kantor yang dibangun 

diwilayah kecamatan dan kelurahan mengakibatkan  tidak dilakukan proses 

rekruitmen, kaderisasi dan seleksi untuk mearik dan memilih bibit pengurus. pada 

saat berlangsungnya Pilkada serentak walikota Yogyakarta 2017 tidak bekerja 

secara maksimal mesin partai karena keterbatsan pengurus. ketiga, tidak digaji 

oleh anggota pengurus atau tidak ada gaji tetap. Pada saat ditanya Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART bilang kami tidak punya. Keempat, tidak 

ada lingkup internal dan tidak ada aturan yang mengikat ketika pada saat ditanya 

anggota pengurusnya tentag peran dan fungsinya tidak menjelaskan peran dan 

Fungsinya semua menjadi tanggungjawab ketua DPC, Janjian ketemu 

disembarang tempat, merasa tidak peting pada saat ketemu dan wawacara yang 

berkaitan degan kepengurusan yang mereka embani. tidak ada pembagunan di 

lingkup iternal kepegurusan. 

               Sosialisasi yang dilakukan adalah menyuarakan tentang visi/misi Kota 

Yogyakarta beserta pasangan calon walikota dan wakil walikota. dalam sosialisasi 

tersebuat memuat visi/misi/aksi sapta perubahan dalam Kota Yogyakarta. 

            Kampaye yang dilakukan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota Bpk. Imam Pryono dan Bpk. Achmad Fadli bersama tim 

sukses/pedukug yakni ada dua bentuk kampanye pertama, kampanye secara 

langsung atau tersentuh secara langsung kepada warga akar rumput. Dan kedua, 

kampanye secara tidak langsung atau tidak tersentuh. Kampaye secara langsug 

atau tersentuh adalah Pertama, Kampanye Langsung ke warga  Akar  Rumput 

dengan cara masuk ke Daerah Basis Pemilih, mengelar Pertemuan dangan warga, 

berkunjung door to door atau dari Rumah ke Rumah, mengadakan Diskusi dengan 

warga dan sebagainya. Kunjungan Keakar Rumput akan memunculkan pandangan 

bahwa Sang Kandidat “Lebih Dekat” dengan Warga. secara keseluruhan 
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diwilayah PAC PDI Perjuangan Kec Gondokusuman sudah melakukan Pergerakan 

Kampanye secara intensif, meski pergerakan mesin partai belum secara maksimal 

bergerak. Kampanye tersebut dengan medatangkan basis dukungan di tingkat RW.  

             Pergerakan warga akar rumput melalui Koalisi. PDI Perjuangan koalisi 

Nasdem terlihat dari Pernyataan surat rekomendasi dukungan, surat pencalonan, 

surat  keputusan Pimpinan partai, surat pernyataan kesepakatan, serta surat 

Pernyataan kesesuaian Naskah terhadap Bpk. Imam Priyono dan Bpk. Achmad 

Fadli untuk maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada 

Serentak 2017 Kota Yogyakarta. PDI Perjuangan koalisi Nasdem terlihat dari 

saling Berkoordinasi dan kerjasama dalam membangun rumah informasi dan 

mengefektifkan Posko disetiap titik Kota Yogyakarta untuk mengalang basis 

dukungan. Mengadakan Rapat Koordinasi, bekerja sama dengan Team seblas 

laskar ganas dan satgas, melakukan pelatihan dan pemantapan saksi, serta 

menjalankan kampanye dan sosialisasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

           

 A. Latar Belakang Masalah 

            Tujuan Revormasi yakni untuk mewujutkan Suatu Indonesia Baru, 

tersebut tercapai dengan mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat. Selama 

Masa Orde Baru dan Revormasi saat ini Kedaulatan Sepenuhnya berada di tangan 

Lembaga-lembaga Eksekutif dan Lembaga-Lembaga Legislatif. pada zaman 

Revormasi saat ini Kedaulatan berada ditangan Partai Politik. Partai Politik 

melalui Fraksi-fraksinya di MPR dan DPR, dapat melakukan apapun yang 

berkaitan dengan kepentingan Bangsa dan Negara, bahkan dapat memperhatikan 

Presiden sebelum masa Jabatannya, seperti layaknya Negara-negara dalam Sistem 

Parlementer padahal Negara Indonesia adalah Negara yang Menganut Sistem 

Presidentil. 

          Kekuasaan yang dimiliki oleh Partai Politik ,tersebut antara lain disebabkan 

oleh Sistem Pemilu yang kita anut di masa lalu, yakni Sistem Proporsional. Dalam 

sistem ini para pemilih hanya memilih tanda gambar Partai Politik tertentu. 

selanjutnya Partai Politiklah yang akan menentukan siapa-siapa yang akan duduk 

sebgai wakil rakyat (Wakil Partai Politik) di DPR atau DPRD. Akibatnya Anggota 

Dewan lebih merasakan dirinya sebgai Wakil Rakyat, sehingga mereka lebih 

banyak berbuat untuk kepentingan Partai daripada kepentingan Rakyat. Dalam 

Sistem ini seseorang yang tidak disukai dan tidak didukung oleh Rakyat Pemilih, 

Sepanjang yang bersangkautan masih disukai oleh Pimpinan Partainya, 

keberadaan Didewan akan selalu terjamin. 

            Salah satu hak Politik yang dimiliki oleh Rakyat yakni hak memberikan 

Suara pada saat Pemilu berlangsung digelar. sesudah itu semua hak Politik yang 

dimiliki oleh Rakyat beralik Kepartai Politik sehingga Rakyat tidak memiliki apa-

apa lagi, bahkan dapat dilupakan sama sekali. Untuk mengembalikan Kedaulatan 

Ketangan Rakyat, Sistem Pemilu harus dirubah, dengan Sistem yang memberikan 

peluang  terhadap Masyarakat Pemilih, untuk dapat mengunakan hak Pilihnya 

secara Langsung. Melalui Amandemen Undang-undang Negra Repoblik 
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Indonesia Tahun 1945, dengan menambahkan Pasal 6A Dan Pasal 22E. Sistem 

Pemilu dirubah menjadi Pemilu Secara Langsung, baik untuk Pemilu Legislatif, 

dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

          Daerah merupakan bagian yang tidak bisa dapat dipisahkan dari NKRI, 

dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

seharusnya nyambung dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 

Pemilihan secara Langsung. diasamping alasan tersebut diatas, ada berapa alasan 

lain, yang mengharuskan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah  secara Langsung, yakni mengembalikan Kedaulatan Ketangan 

Rakyat, Warga Masyrakat Didaerah merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan 

dari warga Negara Repoblik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas 

Kedaulatan yang merupakan Hak Asasi mereka, yang telah dijamin oleh 

Konstitusi, yaitu UUD Negara Repoblik Indonesia 1945. oleh karena itu, Warga 

Masyarakat Didaerah, berdasarkan Kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi 

kesempatan untuk ikut menentukan masa depan  Daerahnya  Masing-masing, 

antara lain  dengan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung. 

          Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dengan DPRD, Anggota DPRD Dipilih langsung oleh Rakyat pemilih melalui 

Sistem Proporsional dengan daftar Calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, bukan dipilih Langsung oleh Rakyat, 

tingkat Legitimasi Anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat Legitimasi yang 

dimiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 

DPRD, karena Kepala Daerah dan DPRD Dipilih Serentak oleh Masyrakat sesui 

dengan Undang-undang No.1 Tahun 2015 Sebagaimana terjadi perubahan dalam 

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

          Selama Pemilihan Langsung Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

begitu banyak mengintai dari sudut pandang persoalan, sehingga Pilkada 

Langsung yang selama ini digelar menjadi carut-marut dan tak kunjung 
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terselesaikan. Banyak manimpulasi data, pembatalan pada saat berlangsunnya 

Penyelengaraan Pilkada. Begitu banyaknya sengketa dan konflik dalam Pilkada. 

Dan yang kalah pentingnya yakni Politik Uang yang selalu mencuat pada saat 

Pilkada berlangsung digelar. 

 Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada 

Serentak sebagai bentuk menguji kematangan Demokrasi. sebgaimana terjadi 

perubahan pada Undang-undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pilkada  menjadi 

Undang-undang No.10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada Serentak. 

Undang-undang Repoblik Indonesia No.1 Tahun 2015 tentag Penetapan Peraturan 

Pemerintah  penganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Daerah Menjadi Undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Repoblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada. Untuk 

menjamin Pilkada yang Demokratis, sebgaimana diamanatkan dalam Pasal 18 (4) 

UUD 1945 maka Kedaulatan Rakyat serta Demokrasi dari Rakyat, oleh Rakyat 

dan untuk Rakyat Wajib Dihormati sebgai syarat utama Pelaksanaan Pilkada. 

                 Pemilihan Walikota Yogyakarta pada 2006 lalu telah diguncang Gempa 

Politik yang sangat dahyat mebuat Lembaga Penyelenggara Pilkada sebagai 

Lembaga Independen yakni KPUD hapir tidak mampu untuk mengatasi. KPUD 

Kota Yogyakarta akhirnya bekerja sama dengan Direktur Program Politik Lokal 

dan Otonomi Daerah UGM berhasil dapat Menyelenggarakan Pilkada Kota 

Yogyakarta. Pemilihan Walikota Jogja pada 2011 lalu semakin tinggi Partisipasi 

Masyarakat dalam mengunakan hak Pilihnya, terkesan adanya Masyrakat Politik. 

Pemilihan Walikota Jogja 2017 ini meningkatkan Partisipasi Masyrakat. terlihat 

dari adanya suhu Politiknya yang semakin tinggi pula. 

                   Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak) yakni 

Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Calon Wakil Bupati, 

Walikota dan Calon Wakil Walikota ( seyongyngnya sama dengan Pemilihan 

Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, Dan 

DPRD. Sesui dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 sebagaimana terjadi 

perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 yang mengatur tentang 

Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak (Pilkada Serentak). dalam Undang-
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undang tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah perlu menjaga 

Keutuhan Harkat, Martabat, Kewibawaan, dan Kesetaraan dalam Masyarakat 

sebagai sumber Kekuasaan yang menjadi perebutan dalam Pilkada. Kedaulatan 

Rakyat dan Demokrasi sebagai Mana dimaksud dalam hiruf a, perlu ditegaskan 

dalam pelaksanaan Pilkada Secara Langsung oleh Rakyat, dengan tetap 

melakukan berapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan Pemilihan 

Langsung yang selama ini dijalankan. 

                    Paca Reformasi, Pilkada menjadi Kajian yang tak pernah surut dalam 

pembicaraan  sebagai konteks Penyelenggaraan Negara. Berapa hal yang 

menjadikan Pilkada sangat penting untuk dikaji adalah pertama, bagimana proses 

Pilkada itu dilaksanakan melali penerapan Nilai-nilai Demokratis. Harpannya agar 

Kekuasaan yang Dipegang juga mempunyai Legitimasi yang kuat dan 

Keapsahannya (Kepala Daerah) menjadi cermin sebuah Kedaulatan. Pilkada sarat 

agar Nilai-Nilai Demokrasi bisa tumbuh sekaligus sisi positif  dari Perkembangan 

Demokrasi Akar Rumput (grassoot), dihadapan dengan kemunculan isu-isu minor 

terhadap pembagian Kekuasaan. Misalnya tumbuhnya Asosiasi-asosiasi dalam 

Masyarakat hadir sebagai instrumen Politik yang ditunggangi oleh Elit Politik. 

Yang semuanya itu sebagai “pacuan kuda” bagi Elit Politik yang hanya bertujuan 

memperjuangkan aspirasi sekelompok Masyarakat. 

                  Pergerakan warga akar rumput melalui Jalur Kepengurusan PAC PDI 

Perjuangan  merupakan hal yang lumrah diakui sebab warga akar rumput yang 

dimaksud adalah warga yang belum terorganisir kedalam Partai Politik. Warga 

akar rumput tersebut pada saat berlngsungny Pilkada mereka mebentuk kelompok 

Pendukung  yang akan Mendukung Calon yang Maju dalam Pilkada. Namun, 

sayangnya kelompok Pendukung tersebut sama dengan masa. Masa cuma sekedar 

dan kemudian Menghilang, tanpa menetap dalam sebuah ruang dan waktu. Oleh 

sebab itu kelompok  pendukung atau warga akar rumput tersebut perlu 

diorganisisr kedalam Partai Politik. Warga akar rumput tersebut terdiri dari 

Nelayan, Petani, Peternak, Padagang, serta Komunitas-komunitas dll. Apalagi 

Pilkada sebagai bentuk kekuatan yang masuk untuk pecah memecah kelompok 
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tersebut, tanpa pandang sistem nilai dan norma yang mengakar dalam warga akar 

rumput tersebut. Dalam Tim Sukses yang dibentuk calon kepala daerah yang maju 

dalam pilkada, didalam tim tersebut adanya  orang-orang  yang kelas Atas yang 

tidak pandang buluh, ketika bekerja  pada saat berlangsungnya pesta demokrasi 

digelar (Pilkada). Hal inilah yang perlu, agar kelompok tersebut bisa terorganisisr 

kedalam partai yang sudah membangun akar demokrasi yang sangat kokoh dalam 

hal PDI-P. Sebab partai seperti inilah yang akan paham dan akui Tentang sistem 

Nilai dan Norma yang mengendap dan berkar dalam kelompok tersebut. 

Kelompok tersebut dapat memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang akan maju dalam pilkada, Namun, sayangnya apa sih 

tuntutan mereka yang disampaikan pada saat berlangsungnya pesta demokrasi 

(Plkada) digelar. dan akan menjadi masukan dalam pembuatan kebjakan? dan 

Siapa yang menjadi Perwakilan mereka untuk bersama dengan Pemerintahan 

dalam menyusun kebijakan? apabila Calon Kepala Daerah akan menang atau 

kalah terpilih nanti. Apakah kelompok tersebut sudah punya utusan didalamnya? 

tentu tidak dan harus melalui partai politik. Sebab partai politik sudah mempunyai 

orang yang ada dan bersama dalam pemerintah untuk dapat merumuskan 

kebijakan. Secara otomatis Kebijakan dan aturan yang dibuat tentu akan lebih 

menegakan nilai dan Norma yang berakar dalam kelompok warga akar rumput 

tersebut. 

                Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebgai Partai yang 

sudah Membangun Akar Demokrasi yang sangat Kokoh. Sistem Kepengurusan 

Partai PDI Perjuangan mengunakan Cabang-Cabang dan Ranting-ranting sebagai 

unit organisasi terkecil untuk memelihara hubungan antara Pengurus dan Partai, 

yang sekaligus berfungsi melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi. Partai PDI-P 

dapat membentuk Pengurus di tingat Wilayah Kecamatan yang selanjutnya diberi 

nama masing-masing PAC, Anak Ranting, dan Satgas. PAC yaitu Pimpinan Anak 

Cabang Tingkat Kecamatan, Anak Ranting yang tersebar diseluruh perkampungan 

dan kelurahan hingga ke tingkat paling bawah Rt/Rw dan Satgas yang tersebar di 

seluruh Wilayah Kecamatan. 
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                  Terlihat dari pembentukan Kepengurusanya sampai ketingkat Akar 

Rumput. PAC PDI Perjuangan juga dapat membentuk anggota yang secara tidak 

langsung seperti Relawan dll. Partai Pada umumnya terkesan selama ini tidak 

berkembang dan tertinggal jauh dalam Perkembangan Modernisasi, untuk itu 

Partai Politik dituntut harus membuat suatu Perubahan, tentu dengan menciptakan 

Inovasi. salah satu bentuk perubahan tersebut yang dilakukan adalah melalui 

Pilkada Serentak yang akan dapat menciptakan Inovasinya. Langkah kongkret 

yang dilakukan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gondokusuman dalam membuat 

inovasi melalui Pilwali (pemilihan walikota dan Wakil Walikota Yogya Pa Imam 

Priyono-Achmd Fadili adalah dengan pergerakan warga akar rumput melalui jalur 

Kepengurusan PAC.  Dalam Pilkada Serentak 2017; Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota (Pilwali) Kota Yogyakarta, terdapat adanya dua calon yang maju, 

yakni Imam Priyono- Achmad Fadili dan Haryati Syuti-Hore; Imam Priyono-

Achmad Fadili mendapatkan dukungan mutlak dari PDI-Perjuangan, dan Partai 

Nasdem sedangkan Pengusungnya yakni, Hanura dan PKB; Pasangan Nomor 

Urut 1 yaitu Imam Priyono-Achad Fadili menang di tujuh  Kecamatan yang ada 

dikota Yogyakarta. Tetapi sayangnya kalah dari tujuh (7) Kecamatan lain yang 

ada di Kota Yogyakarta. Tujuh Kecamatan lain yang yang ada diwilayah Kota 

Yogyakarta memenangkan pasangan nomor urut dua yakni Haryati Syuti-Hore 

yang padanya menang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) 

Kota Yogyakarta 217-222. Disini terlihat dengan jelas sangat menonjolnya peta 

politik yang dibangun kedua Pasangan calon walikota nomor urut 1 dan 2 tersebut 

dalam pemilihan walikota jogja 2017.              

                Pengertin Pilkada Serentak: Pilkda Serentak sebgai bentuk dalam 

menguji kematangan dan membangun Kesetaraan Demokrasi. Kematangan 

Demokrasi artinya Pilkada Serentak yang diselenggarakan tanpa adanya 

permasalahan, dan sengketa, kekerasan, konflik dan berbagai permaslahan yang 

lain yang menghambat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak tersebut. 

sehingga, Pilkada serentak dapat diselenggarakan berjalan dengan mulus. 

Pengertian Pilkada serentak sesuai Undng-undng Nomor 10 Tahun 2016 adalah 
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Secara Demokratis. Pilkada serentak baru pertma kali diselenggarakan 

pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 sat ini. Plkada serentak yang dapat 

dilaksanakan diseluruh tanah air ini cukup menjadi perhatian yang sangat alot. 

Salah satu adalah perhatian dari dunia luar. Perhatian dunia luar terhadap pilkda 

serentak 2015 kemarin seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak Provinsi 

Papua Barat. dan Pilkda Serentak 2017 yang menjadi perhatian adalah pilkada 

DKI Jakarta yang berlangsung dua kali putaran. Pilkada serentak 2017 di Kota 

Yogyakarta dimana KPU Kota Yogyakarta masih mengunakan Kotak Lama 

Pemilihan Pilipres 2014 lalu. Calon Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang Maju 

dalam Pilkada tentu mendapatkan dukungan dari Partai Politk; tetapi kenyataanya 

pada saat memasuki Pemilihan selalu mengalami Kekalahan. Pesta Demokrasi 

yang digelar semenjek diterbitkannya Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004-

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pada saat ini, selalu mengalami hal yang 

namanya meneng kalah pada akhir digelarnya Pesta Demokrasi tersebut (Pilkada). 

Pihak yang kalah merasakan begitu betapa besarnya , biaya yang dikeluarkan 

selama berlangsungnya Pesta Demokrasi digelar. bagi fihak yang menang 

merasakan memiliki Kewenangan. Hal ini membuat kita tidak sama sekali petik 

makna dibalik kekalahan tersebut. Pihak yang kalah merasa dirugikan. Dan belum 

pernah mendapatkan imbalan ganti rugi untuk biaya yang dikeluarkan. 

pertandingan sepak bola bagi Tim yang Kalah tetap gajinya Berjalan setiap bulan. 

Tetapi dalam Pertarungan politik melalui Pilkada, Pemilu, dan Pilipres tidak sama 

sekali mendapatkan apa-apa. 

         Warga akar rumput adalah warga tingkat dasar/paling bawah. Dalam 

demokrasi disebut sebgai akar serabut demokrasi. Kenapa dikatakan akar serabut 

karena warga tersebut belum terorganisir kedalam partai politik. Warga tersebut 

terdiri dari Komunitas-komunitas, petani, nelayan, buruh, pedagang, kaum 

diafabelitas, karang taruna, peternak, tokoh perempuan, Ibu-ibu  PKK, Rt/Rw, 

tokoh agama, dll. Melaui Jalur Partai politik sebab, warga akar rumput adalah 

warga yang berlandaskan kemajemukan atas dasar sara yang mudah sangat rawan 

terjadinya konflik dan sengketa. Pada saat berlangsungnya  Pilkada  dilaksanakan. 
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Begitu banyaknya sengketa dan konflik yang menjadi perhatian diberbgai 

kalangan termasuk dunia luar.     

 

B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan di muka, 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai fokus utama penelitian ini yaitu 

“Bagimana Pergerakan Warga Akar Rumput melalui jalur Kepengurusan PAC 

PDI Perjuangan Kecamatan Godokusuman dalam mendukung Imam Priyono-

Achmad Fadili?’’  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

           a. Tujuan Penelitian 

               Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk dapat Mengambarkan 

               Sejauhmana pergerakan warga akar rumput melalui sosialisasi, 

               kampanye dan koalisi  

           b. Manfaat Penelitian 

               Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan berguna serta dapat 

               memberikan kontribusi terutama untuk pergerakan warga akar rumput 

               melalui sosialisasi, kampanye dan koalisi serta Perkembangan Ilmu  

               Pengetahuan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantranya 

               sebagai berikut: 

          Hasil Penelitian ini secara Teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan Pemikiran dalam Ilmu Pengetahuan serta memperkaya Wawasan 

Kerangka Pemikiran dan Praktek Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 

terutama kontribusi Partai Politik dalam menciptakan Pemimipin yang Mengakar 
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